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Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan keberagaman budaya,
ras, suku, agama, dan bahasa. Keberagaman agama di Indonesia diakui dengan
adanya enam agama resmi: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan
Konghucu. Dalam konteks ini, interaksi masyarakat yang heterogen kerap
memunculkan perkawinan antaragama. Perkawinan di Indonesia diatur oleh
hukum agama masing-masing pihak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.Namun,
hukum Indonesia tidak mengatur secara eksplisit tentang perkawinan beda
agama, sehingga celah hukum sering dimanfaatkan untuk melegalkan
perkawinan tersebut. Salah satu dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 35
huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan.

Sepertihalnya penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor
423/Pdt.p/2023/PN.Jkt Utr, di mana terdapat kontradiksi antara pertimbangan
hukum dan amar putusan hakim terkait perkawinan beda agama. Hakim
menyatakan bahwa perkawinan para pemohon adalah seagama, namun tetap
mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Ketidakkonsistenan ini
dapat menimbulkan ambiguitas dan kebingungan di masyarakat. Sebagai
lembaga penegak hukum, pengadilan harus menjaga konsistensi keputusan agar
tidak menciptakan keraguan dan memastikan putusan didasarkan pada
pertimbangan hukum yang kuat dan jelas. Berdasarkan pertimbangan tersebut,
maka perlu ditelaah kembali terkait perkawinan pasangan beragama Katolik dan
Kristen sebagai perkawinan beda dan status pencatatannya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian
doctorinal yang berarti penelitian dengan memberikan penjelasan yang sistematis
dari aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, dan berguna untuk
menganalisis hubungan antara peraturan-peraturan yang ada, dan menjelaskan
kesukaran dan juga memprediksi kemungkinan pembangunan masa depan.
Sesuai dengan dengan sifat penelitian hukumnya yakni preskriptif, maka
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan
(statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan
konseptual (conceptual approach). Untuk menganalisis isu hukumnya,
menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, yang
teknik pengumpulannya melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang didapat
dianalisis melalui melalui penalaran hukum deduktif.



Hasil penelitian ini menunjukan bahwa:

1. Perkawinan yang melibatkan pasangan dengan latar belakang agama Katolik
dan Kristen dapat dikategorikan sebagai perkawinan beda agama, yang secara
khusus dalam hukum kanonik dikenal dengan istilah perkawinan campur
berbeda gereja. Dalam konteks ini, Hukum Gereja Katolik, sebagaimana
diatur dalam Kitab Hukum Kanonik Nomor 1124, secara tegas menyatakan
bahwa jenis perkawinan tersebut dilarang, kecuali pasangan yang
bersangkutan berhasil memperoleh izin resmi dari otoritas tertinggi di
lingkungan gereja. Proses untuk mendapatkan izin ini tidaklah sederhana,
karena pasangan tersebut diwajibkan untuk memenuhi sejumlah persyaratan
yang secara rinci telah ditentukan dalam Kitab Hukum Kanonik Nomor 1125.
Apabila pasangan tetap melangsungkan perkawinan tanpa memenuhi syarat-
syarat yang ditetapkan tersebut atau tanpa memperoleh izin resmi dari otoritas
gereja, maka meskipun secara hukum gereja perkawinan tersebut tetap
dianggap sah, namun statusnya tidak halal atau tidak sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang berlaku dalam Gereja Katolik.

2. Perkawinan merupakan sebuah peristiwa hukum yang wajib dicatat sesuai
dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk
memberikan kepastian hukum. Demikian pula perkawinan beda agama dapat
dilakukan pencatatan melalui mekanisme penetapan pengadilan berdasarkan
Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, meskipun
mekanisme ini belum memberikan kepastian hukum yang bersifat mutlak
karena bergantung pada pandangan hakim yang menangani perkara tersebut.
Akan tetapi Perkawinan pasangan Katolik dan Kristen, sebagai bagian dari
perkawinan beda agama, idealnya tidak dapat dilakukan pencatatan tanpa
adanya kejelasan hukum yang kuat, karena perbedaan mendasar dalam
keyakinan antar pasangan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan.
Lebih jauh lagi, pencatatan perkawinan pasangan beragama Katolik dan
Kristen yang dilakukan secara dipaksakan tanpa memiliki landasan hukum
yang jelas dapat berpotensi bertentangan dengan tujuan utama dari sebuah
perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis
kualifikasi perkawinan pasangan beragama Katolik dan Kristen dan status
pencatatan perkawinan pasangan beragama Katolik dan Kristen. Penelitian ini
merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach),
pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual
approach). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan
hukum primer, sekunder maupun tersier, yang teknik pengumpulannya melalui
studi kepustakaan.

Hasil penelitiam menunjukan bahwa Pertama, perkawinan antara pasangan
beragama Katolik dan Kristen termasuk dalam kategori perkawinan beda agama,
yang dalam hukum kanonik disebut sebagai perkawinan campur berbeda gereja.
Hukum Gereja Katolik, berdasarkan Kitab Hukum Kanonik Nomor 1124,
melarang jenis perkawinan ini kecuali jika memperoleh izin dari otoritas gereja
tertinggi. Untuk memperoleh izin tersebut, pasangan harus memenuhi
persyaratan sebagaimana diatur dalam Kitab Hukum Kanonik Nomor 1125. Jika
perkawinan dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut, maka perkawinan
tersebut dianggap sah tetapi tidak halal menurut ketentuan Gereja Katolik.
Kedua, Perkawinan harus dicatat sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 untuk menjamin kepastian hukum. Pencatatan perkawinan beda
agama dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan berdasarkan Pasal 35 huruf
a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, meskipun mekanismenya belum
sepenuhnya memberikan kepastian hukum karena bergantung pada pandangan
hakim. Perkawinan pasangan Katolik dan Kristen, sebagai bentuk perkawinan
beda agama, sebaiknya tidak dicatat tanpa landasan hukum yang jelas karena
perbedaan keyakinan dapat menimbulkan masalah. Pencatatan yang dipaksakan
tanpa kejelasan hukum juga berisiko bertentangan dengan tujuan perkawinan,
yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa.

Kata kunci: Perkawinan, Kualifikasi Perkawinan, Pencatatan Perkawinan
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